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Abstrak — Layanan dan infrastruktur telekomunikasi merupakan bagian penting dari kehidupan modern karena 
hampir di segala bidang membutuhkan hal tersebut seperti pendidikan, pemerintahan, ekonomi dan sebagainya. 
Oleh karena pentingnya sektor telekomunikasi di Indonesia sebagai negara kepulauan maka perlu evaluasi 
tentang penyebaran layanan dan infrastrukturnya selain dilihat dari sisi fungsional dan perkembangan 
teknologinya. Provinsi Papua adalah provinsi terbesar di Indonesia namun justru memiliki layanan 
telekomunikasi yang paling sedikit dan terbatas. Demikian pula untuk penyebaran layanan ke kabupaten maupun 
ke distrik (kecamatan) masih belum merata. Hal tersebut terbukti dari laporan hasil distribusi pita frekuensi yang 
hanya 1,5% untuk kawasan Maluku dan Papua serta kerapatan layanan tiap kabupaten yang ditunjukkan pada 
hasil penelitian ini. 
Kata kunci : penyebaran; telekomunikasil, papua
 
Abstract — Services and telecommunications infrastructure is an important part of modern life such as 
education, government, economics and so on. Hence the importance of the telecommunications sector in 
Indonesia as an archipelagic country is necessary to evaluate the spread of services and infrastructure apart in 
terms of functional and technological developments. Papua Province is the largest province in Indonesia, but it 
has the least amount of telecommunications services. The deployment of service to the district and to the sub 
district is still not evenly distributed. This report results prove that distribution of the frequency band which is 
only 1.5% for the region as well as Maluku and Papua density of each district services shown in the results of 
this study. 
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I. PENDAHULUAN 
Provinsi Papua memiliki  luas 309.934,4 km2 yang 
terbagi menjadi 28 kabupaten dan 1 kota dengan  
jumlah kecamatan  / distrik sebanyak 385 distrik dan 
total desa sebanyak 3.565 desa [1]. Berikut data distrik 
dan desa per kabupaten di Provinsi Papua  
Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah 
penduduk Provinsi Papua adalah 2.833.381 [4]  yang 
terdiri dari 52,47 % berjenis kelamin laki-laki dan 
47,53 % berjenis kelamin perempuan [2]. 
Pertambahan jumlah penduduk di Provinsi Papua dari 
tahun 2000* sampai tahun 2010 adalah sekitar 27,57 
%, yaitu dari 2.220.934 jiwa ke 2.833.381 jiwa [2]. 
Seiring dengan pertumbuhan penduduk tersebut, 
kualitas manusia di Provinsi Papua juga meningkat. 
Khusus untuk Provinsi Papua, peningkatan Indeks 
Pembangunan Manusia rentang tahun 2008-2010 
adalah sebesar 0,94 [2]. 
Tabel 1. Peningkatan indeks pembangunan manusia 
provinsi Papua (2008 s/d 2010) [2] 
Rentang 
Tahun 
Peningkatan Indeks Pembangunan 
Manusia 
2008-2009 0,53 
2009-2010 0,41 
Rentang 
Tahun 
Peningkatan Indeks Pembangunan 
Manusia 
2008-2010 0,94 
Sedangkan tingkat kemiskinan masyarakat 
Provinsi Papua dari tahun 2009-2012 menurun. Hal 
tersebut dapat dilihat dari prosentase penduduk miskin 
di Provinsi Papua : 
 
Gambar 1. Prosentase penduduk miskin di Provinsi Papua 
(2009-2012) [3] 
Pada rentang tahun 2009-2010 terjadi penurunan 
sebesar 0,73 %, pada rentang tahun 2010-2011 terjadi 
penurunan sebesar 4,82 % dan pada rentang tahun 
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2011-2012 terjadi penurunan sebesar 0,87 %. Jadi total 
penurunan prosentase penduduk miskin di Provinsi 
Papua dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 
adalah sebesar 6,42 %. 
Tabel 2. Penurunan prosentase penduduk miskin 2009 s/d 
2012 
Rentang Tahun 
Penurunan Prosentase 
Penduduk Miskin 
2009-2010 0.73 % 
2010-2011 4.82 % 
2011-2012 0.87 % 
2009-2012 6,42 % 
Namun pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin di 
Provinsi Papua adalah 31,53% [3]. Jika dibandingkan 
dengan tahun 2012, jumlah penduduk miskin di 
Provinsi Papua mengalami kenaikan sebesar 0,42%. 
Keterangan : * kondisi belum ada Provinsi Papua  
II. PROFIL LAYANAN TELEKOMUNIKASI 
DI PRIVINSI PAPUA 
Provinsi Papua memiliki wilayah terluas 
dibandingkan dengan seluruh provinsi di Indonesia. 
Namun Provinsi Papua memiliki distribusi 
penggunaan pita frekuensi paling kecil. Hal tersebut 
dapat ditunjukkan pada data statistik berikut :    
 
Gambar 2. Distribusi penggunaan pita spektrum menurut 
pulau besar semester 1-2013 [4] 
Dengan jumlah penggunaan pita frekuensi dapat di 
lihat pada Tabel 3. 
 
Tabel 3. Penggunaan pita frekuensi per propinsi semester 1-2013 [4] 
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III. METODOLOGI DAN PEMBAHASAN 
Metodologi penelitian ini menggunakan 
pendekatan : 
a. Pencarian referensi statistik  
b. Menyiapkan form survey langsung 
c. Menganalisa hasil dari survey langsung dan 
menyajikan dalam bentuk grafik 
Pada tahap pembahasan, data yang disajikan 
merupakan data kuantitatif yang didapatkan dalam 
proses survei (pendataan langsung).  
A. Penyebaran Infrastruktur Telekomunikasi 
Berdasarkan Jenis Layanan 
Dengan mengadakan survey langsung, maka 
persebaran jumlah infrastruktur layanan 
telekomunikasi didaerah papua dapat dilihat dalam 
bentuk Tabel 4 dan Gambar 3. 
Tabel 4. Jumlah infrastruktur telekomunikasi berdasarkan 
jenis layanan 
No Jenis Layanan 
Jumlah 
Infrastruktur 
Prosentase 
1 Seluler 192 46,38% 
2 Internet 64 15,46% 
3 Radio 43 10,39% 
4 VSAT 43 10,14% 
5 Televisi 40 9,66% 
6 SSB 33 7,97% 
Total 414 100,00% 
 
 
Gambar 3. Grafik kuantitas infrastruktur telekomunikasi di 
Provinsi Papua 
Infrastruktur telekomunikasi telepon seluler berupa 
BTS memiliki kuantitas paling banyak dibandingkan 
dengan jenis layanan telekomunikasi yang lain, yaitu 
sebesar 46,38 %. Sedangkan layanan telekomunikasi 
radio SSB memiliki infrastruktur yang paling sedikit, 
yaitu sekitar 7,97 %.  
Berdasarkan status kepemilikan infrastruktur radio 
yang berada di Provinsi Papua 51,16% stasiun radio  
adalah milik pemerintah sedangkan sisanya 48,84% 
stasiun radio adalah milik swasta. 
 
Gambar 4. Grafik kepemilikan stasiun radio 
Untuk status pengelola infrastruktur televisi berupa 
stasiun pemancar televisi yang berada di Provinsi 
Papua, 60% pemancar dikelola oleh pemerintah 
sedangkan sisanya 40% pemancar dikelola oleh pihak 
swasta. 
 
Gambar 5. Grafik kepemilikan infrastruktur televisi berupa 
pemancar 
Berdasarkan kepemilikan infrastruktur layanan 
telepon seluler berupa BTS, PT. Telkomsel memiliki 
infrastruktur paling banyak dibandingkan operator 
lain, yaitu sebesar 70,31%. Kemudian disusul PT. 
Indosat 26,04%, PT. XL Axiata 2,08% dan sisanya 
adalah operator lain. Untuk infrastruktur layanan 
internet, 40,63 layanan dikelola oleh pemerintah 
sedangkan 59,38% dikelola oleh pihak swasta. 
 
Gambar 6. Grafik kuantitas pengelola layanan internet di 
Provinsi Papua 
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B. Penyebaran Infrastruktur Telekomunikasi 
Berdasarkan Wilayah 
 Radio 
 
Gambar 7. Grafik penyebaran infrastruktur radio per 
kabupaten 
Kota Jayapura memiliki jumlah infrastruktur 
radio paling banyak, yaitu sekitar 20,93% 
yang kemudian disusul oleh Kabupaten Biak 
Numfor (16,28%). 
 Televisi 
Untuk prosentase keberadaan infrastruktur 
layanan televisi paling banyak adalah di Kota 
Jayapura (30 %), kemudian disusul oleh 
Kabupaten Supiori sebesar 20 %. 
 
Gambar 8. Grafik penyebaran infrastruktur televisi per 
kabupaten 
 VSAT 
Untuk prosentase keberadaan infrastruktur 
VSAT paling banyak adalah di Kabupaten 
Pegunungan Mappi, yaitu sebesar 38 %. 
Kemudian disusul dengan Kabupaten 
Pegunungan Bintang (24 %) dan Kabupaten 
Keerom (14 %). 
 
Gambar 9. Grafik penyebaran infrastruktur VSAT per 
kabupaten 
 Layanan Internet 
Untuk penyelenggara layanan internet paling 
banyak berada di Kabupaten Merauke (58 %) 
kemudian disusul dengan Kabupaten Keerom 
(33 %), Kabupaten Tolikara (8 %), Kabupaten 
Pegunungan Bintang (2 %). Berdasarkan data 
yang didapat dalam kegiatan ini, kabupaten 
lainnya tidak memiliki perangkat internet. 
 
Gambar 10. Grafik penyebaran infrastruktur internet per 
kabupaten 
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 Telepon Seluler 
 
Gambar 11. Grafik penyebaran infrastruktur seluler per 
kabupaten 
 Radio 
Untuk keberadaan infrastruktur radio SSB, 
Kabupaten Sarmi memiliki jumlah paling 
besar, yaitu 30 % dari jumlah keseluruhan 
infrastruktur radio SSB yang terdata pada 
kegiatan ini. Kemudian disusul oleh 
Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar 15 %. 
 
Gambar 12. Grafik penyebaran infrastruktur radion SSB 
IV. PENUTUP 
Dari penguraian data berdasarkan hasil survey di 
atas, didapat beberapa kesimpulan dan  saran sebagai 
berikut: 
A. Kesimpulan 
1. Berdasarkan data, Indeks Pembangunan 
Manusia di Provinsi Papua meningkat setiap 
tahun namun tidak disertai dengan peningkatan 
jumlah fasilitas telekomunikasi yang memadai 
pula. 
2. Penyebaran layanan telekomunikasi di Provinsi 
Papua masih belum merata. Hal tersebut 
ditunjukkan dari prosentase jumlah layanan dan 
infrastruktur telekomunikasi yang 
penyebarannya terpusat di wilayah tertentu 
seperti Jayapura. 
B. Saran 
1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia 
harus didukung dengan fasilitas telekomunikasi 
untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah 
lain. 
2. Penyebaran layanan telekomunikasi harus 
dilakukan oleh pemerintah yang didukung oleh 
swasta namun memerlukan perancangan dan 
implementasi yang tepat sehingga 
pemanfaatannya dapat optimal. 
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